
BAB II 

PROSEDUR PENGAJUAN PINJAMAN ONLINE 

 

II. Prosedur Pengajuan Pinjaman Online 

 

       Proseduripemberian ikredit adalah iproses ikegiatan iyang idilakukan 

untuk imenentukan iatau imenetapkan seseorang iatau nasabah iuntuk 

diberikan ikredit. Dalam hal ini ipara ahli imengemukakan itentang 

pengertian iProsedur ipemberian ikredit, iantara lain isebagai berikut: 

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti .1(2004:6) 

       Prosedur ipemberian kredit iadalah kegiatan suatu iperusahaan untuk 

menetapkan/memilih nasabah yang paling tepat pula dari calon-calon yang 

dapat diberikan kredit. 

       Dari ipengertian menurut ipara ahli diatas dapat idisimpulkan bahwa 

prosedur ipemberian ikredit merupakan suatu iproses ipemilihan iorang- 

orang/calon idebitur yang dianggap isesuai dengan ipersyaratan iuntuk 

menerima kredit. iProsedur pemberian kredit idi bedakan menjadi idua yaitu 

pinjaman perseorangan dan pinjaman oleh suatu badan hukum. Apabila di 

                            

       
1
 Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, Analis manajemen perkreditan 

untuk meningkatkan profitabilitas,Vol.06, Nomor 01 | Januari-Juni 2017 



tinjau dari segi tujuannya yakni untuk keperluan konsumtif ataukah 

keperluan produktif.        

1. Prosedur iPinjam Meminjam iUang melalui ilayanan iPinjaman 

Online 

 

       Prosedur ipinjam meminjam iatau proses pencairan idana melalui 

layanan ipinjaman online icukup sederhana. Beberapa ipenyelenggara 

layanan ipinjaman online ibahan tidak memberikan isyarat berupa jaminan, 

hanya perlu memiliki ikartu identitas (KTP) Elektronik idan mengisi semua 

data data yang dibutuhkan di dokumen elektronik serta harus memiliki 

jaringan internet. 

       Berdasarkan ihasil penelitian ipenulis, berikut ibeberapa iprosedur 

yang harus dilakukan oleh calon ikonsumen agar bisa disetujui dan 

memperoleh pinjaman, sebagai berikut 

a. konsumen iharus imendownload aplikasi ilayanan pinjaman ionline di 

playstore maupun di appstore untuk melakukan pendaftaran akun, 

konsumen juga boleh imelakukan pendaftaran melalui website. 

b. Setelah iaplikasi terinstall, konsumen iakan diarahkan iuntuk 

melakukan iverifikasi wajah secara langsung. Verifikasi iwajah ini 

akan imembuat si penyelenggara ibisa mengetahui wajah konsumen, 

karena verifikasi ini iakan menscan wajah konsumen isecara online. 

Setelah itu konsumen iakan diarahkan untuk melakukan verifikasi 



berupa scan wajah sembari memegang kartu identitas. 

c. Setelah iverifikasi wajah, konsumen wajib imemberikan informasi data 

idengan mengisi isemua format idokumen elektronik iyang diminta 

oleh iaplikasi. Informasi idata terdiri idari data pribadi, data akun 

ibank, idata kedua iorang tua, data pekerjaan, idata social media, serta 

akun-akun financial teknologi (Fintech) yang konsumen gunakan 

seperji layanan belanja online, layanan pembayaran online, dll. 

d. Setelah iitu, konsumen iwajib mengisi kontak idarurat. Kontak darurat 

iini yang ikemudian akan idihubungi jika ikonsumen mengalami 

imasalah dikemudian hari Kontak darurat ini wajib diambil dari gawai 

si peminjam secara langsung (tidak di input manual) 

e. Setelah imengisi semua iformat, calon peminjam iakan diberikan 

pilihan ijumlah uang yang bisa dipinjam, ibiasanya semakin ibanyak 

data itambahan seperti Data iNPWP, BPKP Kendaraan, Akun Belanja 

Online yang telah disinkronkan akan membuat nilai pinjaman semakin 

itinggi. Calon peminjam juga ibisa melihat iberapa biaya bunga, biaya 

iadministrasi serta jangka waktu pinjaman. iKonsumen juga harus 

memberikan alasan mengapa melakukan pinjaman 

f. Setelah imemilih jumlah dana yang iakan dipinjam, ikonsumen akan 

diarahkan untuk membaca dokumen berupa kontrak atau semua 

perjanjian iserta resiko yang iharus ditanggung oleh konsumen ijika 

melakukan ipinjaman di layanan itersebut. Lalu konsumen boleh 

memilih “setuju/tidak setuju”. 



 

g. Jika isetuju, imaka penyelenggara iakan melakukan iverifikasi data dan 

ikonsumen diberi waktu beberapa ijam hingga ibeberapa hari untuk 

menunggu ikeputusan penyelenggara layanan pinjaman online. 

h. Jika iverifikasi diterima maka iuang akan ilangsung imasuk ke 

rekening si ipenerima. Dan iaplikasi akan imulai memberikan prosedur 

pembayaran hingga hari jatuh tempo utang. 

i. Setelah idana dicairkan maka ikonsumen harus memasang ikode sandi 

iatau password ipada aplikasi sehingga tidak ibisa diakses ioleh orang 

lain iselain si pengguna layanan pinjaman online. 

j. Jika verifikasi itidak diterima imaka si icalon peminjam itidak boleh 

mengajukan ipinjaman dalam kurun iwaktu tertentu iyang ditentukan 

oeh penyelenggara layanan pinjaman online. 

 

       Adapun igambaran umum itentang langkah-langkah iprosedur 

pemberian kredit antara lain: 
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Adapun igambaran umum itentang langkah-langkah iprosedur pemberian pinjaman online ilegal 

antara lain: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dampak Pinjaman Online Ilegal 

1) Terlena dengan Kemudahan Pengajuan : Proses pengajuannya sangat mudah bahkan 

hanya lewat beberapa kali klik. Dalam satu genggaman tangan saja kamu sudah bisa 

mendapatkan pinjaman dana sesuai kebutuhanmu. 
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2) Nilai bunga terlalu tinggi : Pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan 

perlu diketahui bahwa nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak 

sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunganya namun langsung 

menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman. Tentu hal ini akan sangat 

merugikan dirimu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat 

drastis. 

3) Diteror oleh Debt Collector : Salah satu bahaya melakukan pinjaman online adalah bisa 

diteror terus oleh debt collector. Ini merupakan salah satu hal yang banyak dikeluhkan 

oleh para debitur pinjol. Banyak yang mengeluh bahkan sampai menangis karena terus 

diteror oleh debt collector. Bahkan cara menerornya sudah jauh dari normal dan 

mengabaikan rasa kemanusiaan. Tentunya hal ini akan membuat hidupmu jadi tidak 

nyaman dan akan selalu dihantui. 

4) Penyalahgunaan Data Pribadi : Calon debitur yang mengajukan pinjaman di layanan 

pinjol biasanya akan diminta untuk mengumpulkan data pribadi. Padahal kita harus 

tahu bahwa penggunaan data pribadi harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Layanan 

pinjol juga biasanya meminta kita untuk mengunggah swafoto sambil menunjukkan 

KTP. Artinya, data pribadi akan terlihat dengan jelas dan hal ini bisa saja 

disalahgunakan. 

5) Merusak Hubungan Sosial : Salah satu bahaya pinjaman online yang akan masyarakat 

dihadapi adalah rusaknya hubungan sosial dengan orang-orang di sekelilingmu. 

Kenapa bisa merusak hubungan sosial? Perlu diketahui bahwa ketika kita mengajukan 

pinjaman online, kamu akan diminta untuk memberi data orang terdekat sebagai 



jaminan. Jika kamu terlambat membayar angsuran maka orang tersebut bisa saja 

dihubungi dan diteror oleh debt collector 

6) Pemberlakuan Denda yang Tidak Wajar : Selain bunga, layanan pinjol ilegal juga bisa 

saja memberikan denda yang tidak wajar. Ini terjadi karena memang pinjol tersebut 

tidak punya aturan yang jelas dan mengubah aturan denda atau bunga sesuka hati. 

Akibatnya pemberlakuan denda malah terasa memberatkan dan menambah beban 

angsuran. Pada akhirnya, kita malah akan semakin kesulitan untuk melunasi angsuran 

dan semakin diteror oleh debt collector.2 

Syarat idan rukun imenjadi iPinjol ilegal  

Otoritas iJasa iKeuanga imenegaskan ibahwa, iregulasi ipengajuan iizin OJK iuntuk 

ilembaga ifinancial itechnology iadalah sebagai berikut : 3 

1) Pemahaman iterhadap iPOJK: iPenyelenggara ifintech idiharuskan untuk imemahami 

iPOJK iNomor i77/POJK.01/2016 ibeserta lampirannya.  

2) Pengisian iperizinan: iPenyelenggara ifintech imengunduh ichecklist perizinan idan 

ilengkapi iseluruh iberkas isesuai idengan iyang terdapat ipada ikolom keterangan.  

3) Pengiriman iberkas: iBerkas iyang isudah ilengkap, idikirimkan ike kantor iOJK.  

4) Livei demo: iPenyelenggara iakan imempresentasikan imodel ibisnis dan 

imensimulasikani sistem elektroniknya. 

5)  Asistensi: iPembahasan imengenai ikekurangan idan ikesesuaian berkas iuntuk 

idilengkapi idan idiserahkan ikembali ike iOJK idalam jangka iwaktu i20 ihari ikerja 

idilakukannya asistensi. 

                            
       

2
 Titik Suharti, 2022.Tentang dampak-dampak pinjaman online 

       3 Amartha.,i “Mekanime ipijaman peer to ipeer lending”, Diakses iMelalui: https://faqiamrtha.com/hc/n-usi 

(diakses padai tanggal 23 September 2022 ipukul 23.00) 



6) Verifikasii berkas: iKelengkapan dan kesesuaian iberkas iakan diperiksa ioleh 

iDirektorat iPengaturan, iPerizinan, dan iPengawasan Fintech i(DP3F) iOJK. 

7) Sitei visit idan ipenilaian ikesuksesan: iOJK akan imengunjungi kantor Anda idan 

imemeriksa ikesiapan ioperasional iperusahaan, iserta dilakukan ipenilaian idan iuji 

ikesesuaian ioleh iOJK iterhadap Pemilik, Direksi dan Dewan Komisaris. 

8) Status iberizin: iPerusahaan iberhasil imendapatkan iizin di iOJK 

       Di ranah fintech (inovasi moneter), ada 2 (dua) order kredit di web, khususnya pinjaman 

bersama (uang muka tanpa jaminan) dan kredit gaji (kemajuan dari hari ke hari), yang masing-

masing memiliki prinsip fungsional yang berbeda unik, termasuk:4 

1. Biaya pembiayaan uang muka gajian sangat tinggi setiap hari mulai dari 1% (satu) persen 

sampai dengan 300% (300) persen per tahun sedangkan peer to peer loan (uang muka tanpa 

asuransi) cukup rendah 5% (lima) persen - 30% (30%) setiap tahun karena menyinggung 

biaya pembiayaan di muka yayasan moneter seperti bank, bank provinsi, dan sebagainya. 

Sesuai iPasal i17 ayati (1) Administrator imemberikan imasukan tentang biaya pinjaman 

iyang disajikan ioleh Bank idan..Peminjam mempertimbangkan kewajaran dan 

peningkatan perekonomian masyarakat. 

2. Keuntungan dari pinjaman bersama (kredit tanpa asuransi) dipotong dari biaya manajerial 

yang manfaatnya digunakan untuk latihan pengurangan risiko yang memberikan 

keuntungan bagi koperasi spesialis, organisasi spesialis, uang muka dan peminjam. 

Sementara uang muka gajian (kredit harian) manfaat dari biaya pinjaman dan tidak 

                            

       4 Adrian iGunadi, i “Cara.memedakn ipeer to peer ilending dngn ipyday loan”, iDiakses melalui 

ihttps://ekonomiikompas.comiread2018/03/092063926i/niicaraimmbedakan.fintech-peerito-peer-lending.i (diakses 

ipada itanggal 24 iSeptember i2022 ipukul 17.46) 



meringankan mempertaruhkan iIni bertentangan idengan Pasal i21 Administrator idan 

Klien iharus mengurangi risiko. 

3. Pinjaman yang disalurkan (kredit tanpa jaminan) memiliki tenor sebesar 30 hari sampai 

dengan 6..bulan, sedangkan tenor kredit payday kredit (uang muka setiap hari) sangat 

pendek dan tidak dapat dibayar dalam porsi pada waktu tertentu mulai dari 1..minggu. 

4. Peeri to peer lending (kredit tanpa jaminan) ihanya mewajibkan pemegang utang untuk 

imembayar pendapatan yang telah ditentukan sebelumnya sampai kredit tersebut 

sepenuhnya diganti, sedangkan kredit gajian (kredit harian) dapat memperluas kredit 

idengan ibiaya itambahan tertentu sebesar 1,5%.i (satu koma lima) ipersen. i- 2 %.(dua) 

persen setiap hari. 

5. Peeri to peer lending (uang muka tanpa jaminan) sangat baik kondisi moneter ipeminjam 

idengan memimpin pemeriksaan ikredit iuntuk memutuskan perjudian umum ipeminjam 

Sementara gajian di muka (uang muka setiap hari) tidak memikirkan kondisi keuangan 

peminjam, sebagai lawan dari Pasal 34 Administrator diharapkan untuk fokus pada 

kesamaan antara persyaratan dan kemampuan Klien dan administrasi yang diiklankan 

kepada Klien 

6. Peer.to.peer.lending..(kredit tidak ada jaminan) umumnya digunakan oleh orang-orang 

yang tidak mendekati perbankan, seperti perusahaan imajinatif, peternak dan spesialis 

dengan tujuan agar mereka dapat mengisi lubang pendukung rakyat dan usaha kecil 

menengah (UMKM). Sementara kredit gajian Ini (kredit harian) hanya menyajikan item 

tunggal, khususnya sebagai kredit dengan cepat untuk mengatasi masalah pembelanja 

sebagaimana adanya. 



7. Biaya pembiayaan uang muka gajian sangat tinggi setiap hari mulai dari 1% (satu) persen 

sampai dengan 300% (300) persen per tahun sedangkan peer to peer loan (uang muka tanpa 

asuransi) cukup rendah 5% (lima) persen - 30% (30%) setiap tahun karena menyinggung 

biaya pembiayaan di muka yayasan moneter seperti bank, bank provinsi, dan sebagainya. 

Sesuai iPasal 17 iayat (1) Administrator imemberikan imasukan tentang biaya ipinjaman 

yang disajikan oleh Bank idan Peminjam mempertimbangkan kewajaran dan peningkatan 

perekonomian masyarakat. 

8. Keuntungan dari pinjaman bersama (kredit tanpa asuransi) dipotong dari biaya manajerial 

yang manfaatnya digunakan untuk latihan pengurangan risiko yang memberikan 

keuntungan bagi koperasi spesialis, organisasi spesialis, uang muka dan peminjam. 

Sementara uang muka gajian (kredit harian) manfaat dari biaya pinjaman dan tidak 

meringankan mempertaruhkan iIni bertentangan idengan Pasal i21 Administrator idan 

Klien iharus mengurangi risiko. 

9. Pinjaman yang disalurkan (kredit tanpa jaminan) memiliki tenor sebesar 30 hari sampai 

dengan 6 bulan, sedangkan tenor kredit payday kredit (uang muka setiap hari) sangat 

pendek dan tidak dapat dibayar dalam porsi pada waktu tertentu mulai dari 1 minggu. 

10. Peeri to peer ilending (kredit tanpa jaminan) hanya imewajibkan pemegang iutang untuk 

membayar pendapatan iyang telah ditentukan sebelumnya sampai kredit tersebut 

sepenuhnya diganti, sedangkan kredit gajian (kredit harian) dapat memperluas kredit 

idengan ibiaya itambahan tertentu isebesar 1,5%. (satu koma ilima) persen. - 2 %.(dua) 

ipersen setiap hari. 

11. Peeri to peer lending (uang muka itanpa jaminan) isangat baik ikondisi moneter ipeminjam 

idengan memimpin pemeriksaan ikredit iuntuk memutuskan perjudian umum peminjam 



Sementara gajian di muka (uang muka setiap hari) tidak memikirkan kondisi keuangan 

peminjam, sebagai lawan dari Pasal 34 Administrator diharapkan untuk fokus pada 

kesamaan antara persyaratan dan kemampuan Klien dan administrasi yang diiklankan 

kepada Klien 

12. Peer to peer lending (kredit tidak ada jaminan) umumnya digunakan oleh orang-orang yang 

tidak mendekati perbankan, seperti perusahaan imajinatif, peternak dan spesialis dengan 

tujuan agar mereka dapat mengisi lubang pendukung rakyat dan usaha kecil menengah 

(UMKM). Sementara kredit gajian Ini (kredit harian) hanya menyajikan item tunggal, 

khususnya sebagai kredit dengan cepat untuk mengatasi masalah pembelanja sebagaimana 

adanya. 

       Pasal i3 Undang-Undang Meminjam Uang Tahun i1938. S.1938 No. 523 ijuga 

merumuskan ipengertian iperjanjian perjanjian ipinjam meminjam uang : 

       Yang idimaksud dengan iundang-undang ini dengan imeminjam uang adalah isetiap 

perjanjian dengan imana dan bentuk apapun juga, dimaksudkan untuk menyediakan uang 

idan menyerahkan isecara langsung atau tidak langsung ikedalam kekuasaan peminjam, 

dengan ikewajiban peminjam untuk melunaskan hutangnya isesudah suatu jangka waktu 

itertentu sekaligus ataupun isecara mencicil, iyaitu dengan membayar iuang yang sama 

besarnya iatau  yang lebih besar ataupun idengan menyerahkan benda atau beberapa benda. 

       Titik tolak iketentuan iperjanjian tersebut iadalah imengenai ipengertian perjanjian 

ipinjam meminjam iuang yang imeliputi iunsur-unsur prestasi, imbalan iprestasi, suatu 

jangka iwaktu tetentu idan bunga yang masing- masing idiatur dengan undang-undang itu. 

       Sebagiaimana ihalnya perjainjian ipada umuminya iperjainjian pinijam meminijam iyang 



dibuat oleh para pihak iharus meimenuhi ipersyairatan yang ditentuikan iundang-undang.  Hal 

ini isesuai  dengian ipendapat  Abdul iKadir Muhamimad iyang mengatakan ibahwa “Perjanjian 

iyang sah iadalah perjanjiian yang isyarat-syaratnya telah ditenitukan idalam undang-undang 

sehinigga idapat diakui oleh hukum (Legally Conchide)” Perjanijian ipiinjam memiinjam 

ibaru dapat idikatiakan isah dan imeningikat serta imempiunyai kekuatan ihukum, apabiila 

telah  memeinuhi iunsur sebagaimiana  iyang telah ditegaiskan idalam Pasal 1320 KUH 

Perdata. Dalaim iperjanjiian  pinjam meiminjam iuang yang  dilaikukan ioleh koperasi terdiapat  

salah  satu  ipihak yaitu ikopierasi sebagai ipemberi pinjaiman dan ipihak lain yaitu peminjaim 

yaitu peneirima ipinijaman. iPada saat koiperasi memiberikan isejumlah pinjaiman kepada 

ipemiinjam imaka saat iitu pula terjaidinya suatu peirjanjian ipinijam meminijam iuang atau 

suatu transiaksi iantara kopierasi deingan ipihiak peminjam.5 

       Dailam imembierikan ipinjaiman ikepada pemiinjam, ikoperasi menetaipkan sejumilah 

ibunga yang harus iditaniggung oleh ipemiinjam. Buniga ipinjiaman  tersebut itelah ditetiapkan 

isecara tertulis ioleh koiperasi dialam isuatiu suirat perjianjian pinijam memiinjam iuang. 

       Mengenai ipinjaman uang dengan ibunga Pasal 1765 iKUH Perdata  menyebutkan ibahwa 

“diperbolehkan imemperjanjikan bunga iatas pinjaman uang iatau lain ibarang yang telah 

imenghabiskan karena pemakaian.” Selanjutnya iPasal 1766 iKUH Perdata menegaskan 

bahwa : 

       Siapa yang telahi menerima pinjaman idan membayar ibunga yang itelah tidak 

diperjanjikan itidak dapat imenuntutnya ikembali imaupun menguranginya idari jumlah 

                            

       5Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, Catatan ke III, Citra    Aditya Bakti, 

h. 224. 



pokok, ikecuali apabila bunga iyang dibayar itu melebihi ibunga imenurut undang-undang, 

idalam hal mana uang yang itelah dibayar idikurangkan dari jumlah pokok. 

       Pembayaran ibunga telah isudah dibayar itidak diwajibkan iseberutang untuk 

imembayarnya seterusnya, tetapi ibunga yang telah diperjanjikan iharus  dibiayar isampai 

ada pengembalian atau ipenitipan uang pokoknya, ibiarpun  pengembalian iatau penitipan ini 

telah dilakukan isetelah atau ilewatnya waktu hutangnya dapat ditagih.6           

II.  Pengaturan Pinjaman Online  

 

       Mengenai iperjanjian ipinjam-meminjam ipengaturannya iterdapat idalam buku ike iIII 

bab iXIII iKUHPerdata. iPasal 1754 iKUH iPerdata iyang menyebutkan ibahwa “ipinjam-

meminjam iadalah ipersetujuan idengan mana pihak iyang isatu imemberikan ikepada ipihak 

iyang ilain sesuatu ijumlah tentang ibarang-barang iatau iuang iyang  menghabiskan ikarena 

ipemakaian, dengan isyarat ibahwa ipihak iyang ibelakangan iini iakan imengembalikan 

dengan jumlah iyang isama dari imacam dan keadaan yang siama pula.”28 Ketentuan Pasal 

1754 iKUH Perdata itersebut menunjukkan ibahwa seseorang yang meminjamkan isejumlah 

uang atau barang itertentu kepada ipihak lain, ia akan memberi ikembali isejumlah iuang iyang  

isama  isesuai idengan ipersetujuan yang idisepakati. 

             Perjanjian ipinjam meminjam tersebut idapat juga idikatakan perjanjian pinjam 

penganti karena objek pinjaman itu hanya/terdiri  dari benda iyang habis dalam pemakaian, 

itetapi dapat pula iberupa uang sedangkan ipinjaman habis dalam pemakaian iterdiri dari 

                            

      6 M. iSyaiful Islam, 2012, Pinjam iMeminjam, 

https://wwwikompasiana.com/kamedunt/5517dddea333114c07b661ec/pinjam- meminjam, (diakses pada tamggal 15 

September 2022 pada jam 14.13). 

http://www.kompasiana.com/kamedunt/5517dddea333114c07b661ec/pinjam-


benda yang itidak habis idalam pemakaian pinjam meminjam uang merupakan iperjanjian 

kesensuai dan riil 

      Dalam ihal ini, Mariam iDarus Badrulzaman berpendapat bahwa ijika para pihak 

imenyepakati semua iunsur perjanjian pinjaman, ibukan berarti perjanjian pinjaman itelah 

selesai. Yang ibaru saja terjadi iadalah kesepakatan untuk menandatangani iperjanjian 

pinjaman. Jika iuang itu diserahkan kepada peminjam, imaka akan dibuat suatu perjanjian 

ikredit menurut pengertian hukum menurut iKitab Undang-undang iHukum Perdata, Jilidi III, 

Bab XIII. 

       Sesuai Pedoman Otoritas Administrasi Moneter iNo. i77/POJK 01 2016 dalam iPasal 1 

Ayat i1 tentang ipengaturan iumum, ada tiga pertemuan iyang dilakukan idalam ipelaksanaan 

administrasi pinjaman dan akuisisi berbasis inovasi data ini, termasuk: 

1. Koperasi Spesialis Peminjaman Berbasis Inovasi Data yang selanjutnya disebut Pengurus 

adalah unsur sah Indonesia yang memberikan, membuat, dan mengerjakan Administrasi 

Peminjaman dan Penerimaan Uang Berbasis Inovasi Data. 

2. Peminjam adalah orang perseorangan sekaligus unsur hukum yang memiliki kewajiban 

karena pemahaman Administrasi Peminjaman Tunai Berbasis Inovasi Data. 

3. Spesialis pinjaman adalah individu, elemen yang sah, atau berpotensi substansi bisnis yang 

memiliki piutang karena pemahaman Administrasi Mendapatkan Mendapatkan Uang 

Tunai Mengingat Inovasi Data. 

       Pengaturani tersebut telah diarahkan dalam iPasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata, 

yang menyatakan ibahwa: “Suatu pengertian adalah isuatu demonstrasi idimana sekurang-

kurangnya satu iorang mengikatkan diri kepada isekurang-kurangnya satu orang yang 

berbeda. 



Pengertian tersebut memerlukan perubahan, yaitu : 

a.   sebuah i"Setidaknya isatu" iharus "setidaknya idua" ikarena pemahaman tidak idapat 

terjadi dengan asumsi ihanya ada isatu orang, tetapi iitu dapat terjadi dengan asumsi 

bahwa ikelompok tersebut tidak ikurang dari dua orang. 

b. "Mengikat idirinya sendiri" iseharusnya "mengikat idirinya sendiri" dalam 

pengaturannya. Pertemuan iitu mengikat diri, ijika karena keberuntungan salah satu pihak 

imengikat diri maka pengaturan iitu tidak akan terjadi 

c.  Kegiatan iharus idiuraikan isebagai ikegiatan iyang isah, ikhususnya kegiatan iyang 

berencana untuk menyebabkan ihasil yang isah. 

d.   Menurut iHandri iRaharjo, ikesepahaman itersebut imenyatakan: “Pihak lain 

iberkewajiban untuk imemberikan jenis-jenis ibantuan sesuai dengan ikesepakatan iuan 

rumah iyang telah disepakati ioleh perkumpulan idan memiliki hasil yang sah.”7 

       Sebagaimana ditunjukkan oleh R. Setiawan, “pemahaman adalah demonstrasi yang sah 

dimana ipaling sedikit isatu orang dibatasi ioleh paling sedikit satu orang”. Selanjutnya, 

gagasan ipemahaman adalah demonstrasi yang isah di imana setidaknya dua individu 

mengikatkan diri pada setidaknya dua individu.8 

Peraturani No.77/POJK.01/2016i Pasal i26 Tentang iKerahasiaan Data dituliskan 

iPenyelenggara iwajib: 

                            
         7 Handri Raharj ,2009, Hukum Perjanian Di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 42. 

 

         8 R. Setiawa, 2007, Pokok-pokok Hukum Perikata, Bina Cipta, Bandung,  h. 49. 

 



a. menjaga ikerahasiaan, ikeutuhan, dan iketersediaan data ipribadi, data transaksi, idan idata 

keuangan iyang dikelolanya sejak data idiperoleh hingga data tersebut dimusnahkan  

b. memastikan itersedianya iproses autentikasi, iverifikasi, dan ivalidasi yang mendukung 

ikenirsangkalan idalam mengakses, imemproses, idan mengeksekusi idata pribadi, data 

transaksi, dan idata keuangan iyang dikelolanya;  

c. menjamin ibahwa perolehan, ipenggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan idata pribadi, 

data transaksi, dan data ikeuangan yang diperoleh oleh iPenyelenggara berdasarkan 

persetujuan ipemilik data pribadi, idata transaksi, dan data keuangan, ikecuali ditentukan 

lain oleh ketentuan iperaturan perundangundangan;  

d. menyediakan imedia komunikasi ilain selain Sistem Elektronik iLayanan Pinjam 

iMeminjam Uang Berbasis iTeknologi Informasi untuk memastikan ikelangsungan 

layanan nasabah yang dapat iberupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi 

lainnya;  

e. memberitahukan isecara tertulis kepada pemilik data ipribadi, data transaksi, idan data 

keuangan itersebut jika terjadi ikegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, 

data transaksi, dan idata keuangan yang dikelolanya. 

1. Undang - UndangnNo i19 Tahun i2016 Tenitang iInformasi idan Transaksi 

iElektronik. 

       Menurut iHukum Informasi idan Transaksi iElektronik ini itelah diatur dalam iUndang-

undang Nomor i19 Tahun 2016 tentang iperubahan atas undangundang iNo.11 Tahun 2008 

tentanfg informasi idan Transaksi Elektronik i(UU ITE). Undang-undang Transaksi 

Elektronik iadalah ketentuan iyang berlaku untuk setiap orang yang melakukan iperbuatan 

hukum sebagaimana idiatur dalam Undang-undang, baik yang isedang berada di wilayah 



Indonesia maupun diluar indonesia.9 

       Pasali 26 ayat (2) UU iITE membuka peluang untuk imencatatkan gugatan ibagi siapa 

saja iyang haknya disalahgunakan isehubungan idengan persetujuan iklien informasi 

iindividu.Dalam Pasal i26 ayat (3) dan (4) UU ITE, idiarahkan opsi untuk diabaikan, iyang 

juga disebut iopsi untuk diabaikan. Selanjutnya iadalah teks ipasal: "(3) Setiap Penyelenggara 

Kerangka iKerja Elektronik berkomitmen iuntuk menghapus iData Elektronik yang tidak 

imaterial serta Catatan Elektronik yang berada di ibawah pengaruhnya isesuai dengan 

Perorangan yang bersangkutan ibergantung pada (4) iSetiap Penyelenggara Kerangka Kerja 

iElektronik wajib memberikan komponen untuk imenghapus Data Elektronik idan/atau Arsip 

Elektronik yang saat ini itidak signifikan sesuai dengan ipengaturan peraturan perundang-

undangan. (5) Pengaturan imengenai iteknik penghapusan Data Elektronik idan tambahan 

Laporan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat i(4) diatur idalam suatu 

pedoman iadministrasi. 

       Seperti yang sudah di jelaskan dalam pasal 45B menegaskan ibahwa : Setiap iindividu 

yang dengan isengaja dan tanpa hak imengirimkan Information iElektronik yang mengandung 

unsur ancaman iintimidasi yang mengandung ibahaya individual dari kejahatan iatau teror 

sebagaimana dimaksud idalam Pasal 29 dipidana dengan pidana ikurungan lebih 4 (empat) 

tahun iatau berpotensi denda paling ibanyak iRp750.000.000,00 (700 lima puluh juta rupiah). 

Mengingat iPilihan Peradilan Terbentuk Nomor SO/PUUVII2OOS dan Nomor i2/PUU-VII 

2OO9, imaka unjuk irasa pidana penghinaan idan pencemaran nama baik di ibidang 

Information iElektronik dan Pertukaran iElektronik bukan isemata-mata merupakan 

iperbuatan salah secara keseluruhan, imelainkan sebagai pelanggaran iyang menggelikan. 

                            

       9 Syafrudin iMakmur, 2021, iHukum Transaksi iElektronik, iStaini Press, Bogor .h.1 



Konfirmasi ipelanggaran protes idirencanakan sesuai idengan standar jaminan iyang sah dan 

rasa keadilan daerah isetempat. Mengingat iPilihan Pembentukan Pengadilan Nomor is/PUU-

Vfil I 2OLO ipengaturan iterhadap penggeledahan, ipenyitaan, penangkapan, dan 

pengurungan iyang diatur dalam UU ITE imenimbulkan masalah ibagi pelaku ikarena aksi 

unjuk rasa kriminal idi bidang Inovasi iInformation dan Pertukaran iElektronik begitu cepat 

dan ipelakunya bisa tanpa ibanyak melakukan aktivitas gelap atau bukti. atribut ivirtualitas 

web imengizinkan isubstansi yang imelanggar hukum iseperti Information dan Catatan 

iElektronik yang memiliki konten yang menyalahgunakan ikeadilan, taruhan, merendahkan 

atau memfitnah, pemaksaan iatau berpotensi bahaya, menyebarkan berita palsu dan 

menyesatkan untuk mendatangkan ipelanggan. kemalangan di iBursa Elektronik. 

       Seperti halnya demonstrasi menyebarkan kebencian atau antagonisme yang bergantung 

pada identitas, agama, ras, dan kelas, dan mengirimkan bahaya kebiadaban atau teror yang 

terfokus pada oleh dan oleh dapat diperoleh, disampaikan, dikomunikasikan, ditiru, 

disingkirkan untuk disebarkan kembali dari dimanapun dan kapanpun. Untuk melindungi 

kepentingan umum dari berbagai macam gangguan karena penyalahgunaan Information 

Elektronik dan Bursa Elektronik, penting untuk membuktikan tugas Badan Publik dalam 

mencegah penyebaran zat terlarang dengan memotong akses ke Information Elektronik serta 

Elektronik Laporan yang memilikii substansi yang mengabaikan ihukum isehingga tidak 

idapat diakses. dari wilayah iIndonesia dan memerlukan tenaga ahli untuk menuntut 

information yang terdapat dalam Electronic Structure Chairman dengan tujuan akhir 

disahkannya undang-undang demonstrasi kriminal di bidang Inovasi Information dan 

Pertukaran Elektronik. pemanfaatan information apapun melalui media atau Electronic 

System mengenai informasi pribadi individu harus dilakukan dengan persetujuan individu 



yang bersangkutan. 

 

       Setelah iadanya iinternet maka diatur idalam ketentuan iUndang-undang ITE, iyaitu: 

Pasal i27 ayat i(3) UU iITE, yang iberbunyi "Setiap iorang dengan isengaja dan tanpa hak 

imendistribusikan idan/atau imentransmisikan dan/atau imembuat dapat idiaksesnya 

informasi ielektronik dan/atau dokumen ielektronik yang ibermuatan penghinaan idan atau 

ipencemaran nama ibaik", Pasal 45 UU iITE, yang iberbunyi: (1) iSetiap Orang iyang 

memenuhi iunsur sebagaimana idimaksud dalam iPasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau 

ayat (4) dipidana idengan pidana ipenjara paling lama 6 (enam) tahuni dan atau denda ipaling 

banyak iRp1.000.000.000,00 (satu imiliar rupiah). 

       Bahwai pencemaran inama baik, iyang secara langsung imaupun melalui media 

isosial/internet iadalah sama imerupakan delik iaduan, iyaitu delik yang hanya dapat idiproses 

oleh pihak ikepolisian jika iada pengaduan idari korban. Tanpai adanya ipengaduan, maka 

ikepolisian tidak bisa imelakukan penyidikan iatas kasus itersebut Sedangkan iuntuk delik 

iaduan sendiri berdasarkan iketentuan pasal 74 KUHP ihanya bisa diadukan ikepada penyidik 

idalam jangka iwaktu 6 (enam) bulan isejak peristiwa itersebut terjadi. iArtinya setelah ilewat 

jangka waktu 6 (enam) bulan, kasus pencemaran inama baik isecara langsung imaupun 

melalui imedia sosial/internet itidak lagi bisa idilakukan penyidikan. Oleh karenanya ibagi 

anda iyang merasa idicemarkan nama ibaiknya baik isecara langsung maupun melalui media 

isosial internet harus imengadukannya dalam jangka iwaktu tersebut. 

 

       Selaini itu suatu ikalimat atau ikata-kata iyang berada imenghina atau mencemarkan 

inama baik, isupaya bisa idijerat pidana harus imemenuhi unsuri dimuka umum, artinya jika 



idilakukan secara ilangsung harus dihadapan duai orang atau ilebih, dan jika melalui imedia 

sosial iharus dilakukani ditempat yang ibisa dilhat banyaka iorang semisal wall ifacebook 

posting group, idan lain isebagainya. iKalimat hinaan yang idikirim langsung ke inbox atau 

ichat langsung itidak bisa masuk ikategori penghinaan iatau pencemaran inama baik, ikarena 

unsur diketahui umum tidak terpenuhi. 

       Keberlakuani dan itafsir atas iPasal 27 iayat (3) iUU ITE tidak idapat dipisahkan idari 

norma hukum ipokok dalam iPasal 310 dan iPasal i311 KUHP iDemikian isalah isatu 

pertimbangan iMahkamah iKonstitusi dalam putusan iperkara iNo. i50/PUU-VI/2008 atas) 

ijudicial review ipasal 27 ayat (3) UU iITE terhadap iUUD 1945 iMahkamah Konstitusi 

imenyimpulkan bahwa nama ibaik dan kehormatan iseseorang patut idilindungi oleh ihukum 

yangi berlaku, isehingga Pasal i27 ayat i(3) iUU ITE tidak melanggar nilai-nilai idemokrasi, 

ihak azasi manusia, dan prinsip-prinsip inegara hukum. Pasal i27 ayat i (3) UU iITE adalah 

Konstitusional. 

       Bila dicermati isi Pasal i27 iayat i(3) jo iPasal i45 iayat (1) iUU ITE tampak isederhana 

ibila idibandingkan idengan ipasal-pasal ipenghinaan dalam iKUHP yang ilebih irinci. iOleh 

ikarena itu, ipenafsiran iPasal i27 ayat (3) UU ITE iharus imerujuk ipada ipasal-pasal 

ipenghinaan idalam iKUHP Misalnya, idalam iUU ITE itidak terdapat pengertian itentang 

ipencemaran nama ibaik iDengan imerujuk iPasal 310 iayat (1) iKUHP ipencemaran nama 

baik idiartikan isebagai perbuatan imenyerang ikehormatan iatau inama ibaik seseorang 

dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu idiketahui iumum 

iPasal 27 iayat (3) iUU ITE "iSetiap iorang idengan sengaja idan itanpa ihak 

imendistribusikan idan/atau imentransmisikan dan/atau imembuat idapat idiaksesnya 

iinformasi ielektronik idan/atau dokumen ielektronik iyang ibermuatan ipenghinaan idan/atau 



ipencemaran nama ibaik Pasal i310 ayat i(1) KUHP Barang isiapa sengaja imenyerang 

kehormatan iatau nama baik seseorang dengan imenuduhkan isesuatu hal yang imaksudnya 

terang isupaya hal itu idiketahui umum, idiancam karena pencemaran idengan pidana penjara 

ipaling lama isembilan bulan iatau pidana idenda paling banyak empat ribu lima iratus rupiah. 

iRumusan Pasal 27i ayat i(3) jo iPasal 45 iayat (1) UU iITE yang tampak isederhana 

berbanding terbalik dengan sanksi pidana dendenda yang lebih berat dibandingkan dengan 

sanksi pidana dan denda dalam pasalpasal penghinaan KUHP. 

       Misalnya, seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik 

yang bermuatan ipencemaran inama ibaik iseperti iyang dimaksudkan idalam iPasal 27 iayat 

(3) iUU iITE akan idijerat idengan iPasal 45 iAyat (1) iUU iITE, sanksi ipidana ipenjara 

imaksimum i6 tahun idan/atau denda imaksimum i1 milyar irupiah. 

       Pasal 45 UU ITE (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 

iPasal 27 iayat 1, iayat 2, iayat 3, iatau iayat 4 idipidana dengan ipidana ipenjara ipaling ilama 

6 i(enam) itahun idan/atau idenda paling ibanyak iRp1.000.000.000,00i (satu imiliar irupiah). 

       Masih ada pasal lain dalam UU ITE yang terkait dengan pencemaran nama baik idan 

imemiliki isanksi ipidana idan idenda iyang ilebih iberat ilagi, perhatikan ipasal 36 UU iITE 

Pasal i36 UU iITE "Setiap iorang idengan sengaja idan itanpa ihak iatau melawan ihukum 

imelakukan iperbuatan sebagaimana iyang idimaksud idalam iPasal 27 sampai iPasal i34 yang 

mengakibatkan ikerugian ibagi iorang ilain. 

       Misalnya, iseseorang iyang imenyebarluaskan iinformasi ielektronik yang ibermuatan 

ipenghinaan idan/atau ipencemaran inama ibaik idan mengakibatkan ikerugian ibagi iorang 

ilain iakan idikenakan isanksi ipidana penjara imaksirnum 12 itahun idan/ataui denda 

imaksimum i12 imilyar rupiah i(dinyatakan idalam Pasal i51 ayat i2). Pasal i51 ayat  (1), 



i“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).” Misalnya, seseorang iyang 

imenyebarluaskan iinformasi ielektronik iyang ibermuatan penghinaan idan/atau ipencemaran 

inama ibaik idan imengakibatkan kerugian bagi iorang ilain iakan idikenakan isanksi ipidana 

ipenjara imaksimum 12 tahun idan/atau idenda imaksimum 12 milyar rupiah.10 

       Olehi karena itu, ipenting untuk memastikan ikepuasan keamanan individu idengan 

mewajibkan isetiap Overseer Kerangka Elektronik untuk menghapus iInformation Elektronik 

yang tidak penting iserta Arsip yang beradai di bawah pengaruhnya sesuai dengan Perorangan 

yang ibergantung pada ipermintaan pengadilan. Sehubungan idengan hal tersebut, perlu 

dibentuk iUndang-Undang tentang Perubahan Atas iUndang-Undang Nomor 1li Tahun 2008 

tentang iInformation dan iPertukaran Elektronik iyang menegaskan ikembali pengaturan 

imengenai keberadaan iInformation Elektronik idan tambahan iLaporan Elektronik dalam 

iKlarifikasi Pasal 5, menambahkan ipengaturan pembatalan iInformation Elektronik iatau 

potensi Arsip iElektronik yang itidak berlaku dalam Pasal i26, merevisi ipengaturan Pasal i31 

ayat (41 itentang penugasan metodologi interferensi ke dalam urusan, menambah tugas 

otoritas Publik dalam mencegah penyebarluasan dan pemanfaatan Information Elektronik 

serta Arsip Elektronik yang dibatasi dalam Pasal 40 disebutkan dengan beberapa pengaturan 

sehubungan dengan pemeriksaan yang diidentikkan dengan dugaan tindak pidana dalam 

Inovasi dan Pertukaran Information dan Pasal 43, serta menambahkan penjelasan terhadap 

iPasal 27 iayat (1), iayat (3), idan (4) agar hukum pidana ilebih bersahabat pada materi yang 

diasosiasikan dengannya.Sebagaimana ditegaskan dalam iPasal 26 Ayat i (1) merupakan pasal 

                            
       10 Syafrudin Makmur, Op.Cit, h.19. 



iutama yang idengan tegas menyatakan ibahwa pengamanan iinformasi individu iharus 

dilengkapi. Undang-Undang iITE juga imengatur kegiatan-kegiatani terlarang yang terkait 

dengan bidang data elektronik yang tidak secara eksplisit berada di dekat informasi rumah, 

tepatnya dalam Pasal 27 hingga 37. Secara komprehensif, pasal-pasal ini melarang itindakan 

tanpa ihak dan idengan sengaja imenyalahgunakan data ielektronik yang dapat imerugikan. 

orang lain, iterutama pemilik idata. Inti dari hak atas keamanan informasi pribadi adalah hak 

iwarga negara Indonesia yang telah iditetapkan dan itelah diatur dalam iUndang-Undang 

Dasar Negara iRepublik Indonesia iTahun i1945, khususnya dalam iPasal 28 huruf G iayat 

(1). Jenis perlindungan hukum pada data pribadi sebagai jaminan yang sah di Indonesia saat 

ini menerapkan beberapa pasal tersirat yang mengatur informasi individu. Indonesia belum 

memiliki undang-undang dan pedoman luar biasa iyang menyusun ialasan yang isah untuk 

memastikan informasi iindividu sehingga saat ini Indonesia memiliki kekosongan norma. 

 

1. Undang-undangi No 21 Tahun 2011 iTentang Otoritas Jasa Keuangan 

       Menurut iPasal 1 Angka i(1) bab 1 Ketenuan iUmum : Otoritas iJasa Keuangan, iatau 

yang lebih dikenal dengan sebutan OJK, ialah isuatu organisasi iyang otonom idan terbebas 

dari ihalangan dari iberbagai perkumpulan, iyang memiliki ikapasitas, kewajiban, idan 

keahlian idalam bidang ipembinaan, ipengelolaan, penilaian, idan pemeriksaan isebagaimana 

dimaksud idalam Undang-Undang iyang berlaku. iOJK, merupakan organisasi yang itidak 

hanya iotonom, bebas, inamun posisinya ijuga tidak sama idengan ikewenangan yayasan 

sebelumnya, khususnya Bank Indonesia, yang selama ini belum memiliki kewenangan untuk 

memimpin pemeriksaan. OJK memilikinya. 

       Selaini itu, OJK juga imemiliki kewenangan untuk menghimpun ibiaya dari lembaga 



ikeuangan yang dikelolanya. Biaya tersebut akan idigunakan sebagai ibiaya fungsional iuntuk 

yayasan yang baru lahir, sebuah pendirian yang seharusnya free, menarik biaya (komitmen) 

dari organisasi yang dipimpinnya. Selama iini pengelolaan iperbankan telah idilakukan oleh 

iBank Indonesia idengan rencana ipembelanjaan karena iitu sama isekali merugikan Bank 

iIndonesia tanpa memungut ibiaya apapun idari yayasan iperbankan dan ijuga tidak 

dialokasikan idari iAPBN. Mengenai kerangka baru tersebut, penyajian organisasi moneter di 

Indonesia yang sejujurnya merupakan salah satu andalan kerangka moneter dan keuangan 

negara, harus tetap dipertahankan dan dijunjung tinggi agar tidak menggoyahkan tatanan 

kehidupan negara secara ikeseluruhan. Hal-hal iyang harus dilihati sebanding dengani 

pengenalan yayasan baru, terutama selama iwaktu sementara tugas ini, diidentifikasi dengan: 

kewenangan pemeriksaan, biaya (pengeluaran), kantor dan kerangka kerja, referensi ke 

kerangka kerja (tindakan terbaik ) dari organisasi dan lembaga yang berbeda. imereka di 

negara iyang berbeda. iHal- hal itersebut dapat imempengaruhi eksekusi, misalnya masalah 

ipungutan akan iberdampak "mental" ipada yayasan yang imereka kelola (baca: mengurangi 

otonomi mereka).11 

2. Undang-Undangi No 14 Tahun 2008 tentangi Keterbukaaan Informasi Publik i(UU 

Keterbukaan iInformasi Publik) 

        Undang-undang iketerbukaan iinformasi ipublik iadalah iundang-undang yang 

iberangkat idari ijiwa ipemahaman akan pilihan untuk imendapatkan informasi yang ipenting 

bagi kebebasan ibersama. Transparansi keterbukaan publik adalah salah satu atribut penting 

dari negara berbasis popularitas yang mempertahankan kekuatan individu untuk mengakui 

organisasi negara yang besar. Dalam iUndang-Undang Keterbukaan publik, iPasal 1 iayat (1) 

                            
       11 Bambangi Murdadi, 2012, Otoritas iJasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembagai Keuangan Baru iYang 

Memiliki ikewenangan Penyidikan, ivalue Added, Volume i8.Nomor 2. ih.i33-34.i 



menyebutkan pengertian iinformasi bahwa: i“informasi ialah data, pernyataan,i pemikiran, 

dan tanda-tanda iyang mengandung sifat, implikasi, dani pesan, dua informasi, kenyataan, dan 

ipenjelasan yang idapat dilihat, didengar, idan dibaca iyang diperkenalkan idalam bentuk idan 

susunan yang berbeda sesuai dengan iperkembangan inovasi data idan surat menyurat baik 

secarai elektronik maupun inon elektronik Badan publik iyang mengidentifikasikan 

koordinator dan organisasi negara serta koordinator dan organisasi lainnya badan publik 

menurut Undang-undang ini seperti halnya data lain yang diidentikkan dengan kepentingan 

umum, mengumpulkan informasi dan data dalam pelaksanaannya.Informasi ini mencakup 

berbagai informasi dan data yang memiliki tempat dengan publik yang dikumpulkan dengan 

cara yang sesuai dengan iundang-undang ini. iundang-undang dan pedoman yang relevan. 

Bermacam-macam informasi juga mengontrol jaminan informasi publik itu sendiri. Badan 

publik diberikan hak untuk tidak memberikan data publik, salah satunya adalah data yang 

diidentikkan dengan hak individu. Rencana permainan semacam itu secara positif dibuat 

untuk memenuhi jaminan hak atas keamanan, mengingat fakta bahwa terlepas dari pilihan 

untuk memperoleh data, hak atas keamanan juga harus dijamin. 

 

 

3. Undang-Undangi No 36 Tahuni 1999 tentang iTelekomunikasi 

       Dalam menjaga lalu lintas informasi dalam penyelenggaraan telekomunikasi, pada iPasal 

18 iayat (1) idiatur ikewajiban ipenyelenggara telekomunikasi iuntuk imencatat iatau 

imerekam isecara irinci ipemakaian dari ijasa itelekomunikasi. iSedangkan idi iPasal i22 telah 

imenentukan tentang ilarangan iakses ike ijaringan dan/atau ijasa ikomunikasi iatau 

telekomunikasi secara tanpa hak, tidak sah, atau dengan manipulasi. Selain itu, letak 



perlindungan data pribadi dalam UU Telekomunikasi adalah terdapat pada larangan terhadap 

penyadapan informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunkasi juga telah ditetapkan 

pada Pasal 40 UU Telekomunikasi. Sedangkan ipada iPasal 42 iayat (1) iUU iTelekomunikasi 

mewajibkan ipenyelenggarai jasa itelekomunikasi iuntuk imerahasiakan informasi iyang 

idikirim idan/atau iditerima ioleh ipelanggan ijasa telekomunikasi imelalui ijaringan imelalui 

ijaringan idan iatau ijasa telekomunikasi ilain iyang idiselenggarakannya. iNamun, iterdapat 

pengecualian iterhadap ilarangan itersebut iada ipada iPasal 42 ayat (2). 

4. Perlindungani Data Pribadi iDalam Sistem iElektronik (permenkominfo/2016)i 

       Permenkominfoi 20/2016 iini imerupakan ipengaturan ilebih ilanjut idari UU iITE iyang 

imengatur ikhususnya iterkait idengan iperlindungan idata pribadi. iPrivasi idalam iPeraturan 

iMenteri iini idinyatakan isebagai “kebebasan ipemiliki idata ipribadi iuntuk imenyatakan 

iatau itidak menyatakan irahasia idata ipribadinya, ikecuali iditentukan isesuai idengan 

peraturan iperundangundangan.” iPeraturan iMentri imengatur ihak dan komitmen imasing-

masing ipihak. iUntuk isituasi iini ihak iistimewa idari data pribadi adalah: 

a) Pemilik iInformasi iIndividu imemiliki iopsi iuntuk iprivasi Informasinya iSendiri 

b) mencatat ikeberatan isehubungan idengan ipenyelesaian iargumen Informasi iIndividu 

itentang iketidakmampuan iuntuk imengamankan klasifikasi iInformasi iMereka 

iSendiri ioleh isistem iElektronik kepada pemerintah 

c) memperolehi akses iatau ikebebasan iuntuk imengubah iatau menyegarkan iInformasi 

iSendiri itanpa imengganggu iInformasi Individu ikerangka ieksekutif, ikecuali ijika 

idalam ihal iapa ipun ditentukan ioleh ipengaturan iundang-undang dan pedoman 

d) mendapatkani akses iatau ikebebasan iuntuk imemperolehi Informasi Perorangan 

iyang idapat idiverifikasi iyang itelah idisampaikan kepada sistem iKerja iElektronik 



iselama imasih isesuai idengan ipengaturan yang iberlaku 

e) menuntuti penghapusan iInformasi iIndividu iTertentu idalam isistem elektroniki yang 

idiawasi ioleh isistem iElektronik, ikecuali ijika dalam hal apa pun ditentukan oleh 

pengaturan undang-undang. 

Sedangkan,i kewajiban iPengguna Sistem iElektronik adalah isebagai berikut: 

a) menjagai kerahasiaan iInformasi iIndividu iyang idiperoleh, dikumpulkan, iditangani, 

idan idibedah 

b) memanfaatkani Informasi iIndividu isesuai ikebutuhan ipengguna sebagaimana 

iadanya 

c) mengamankani Informasi iIndividu idi samping iarsip iyang iberisi Informasi iIndividu 

itersebut idari idemonstrasi ipenyalahgunaan 

d) bertanggung ijawab iatas iInformasi iPerorangan iyang iterkandung dalam ikendali 

imereka, ibaik ikendali ihierarkis idi ibawah kekuasaan mereka imaupun orang-orang, 

jika terjadi penyalahgunaan 

       Untuk isementara, idalam ikapasitas iinformasi iindividu, iinformasi individu iyang 

idisimpan idalam iSistem iElektronik iharus idekat idengan informasi iasal iyang 

iketepatannya itelah idiperiksa. iInformasi iyang idekat dengan irumah iseperti iitu iharus 

idisingkirkan isebagai iinformasi iacak. Informasi iindividu iyang idisimpan iharus isesuai 

idengan ipengaturan undang-undang idan ipedoman iyang imengatur ikomitmen iwaktu 

ikapasitas informasi iindividu idi ikantor iterkait. Jika tidak ada pedoman luar biasa yang 

mengontrol, waktu kapasitas informasi individu minimal 5 tahun. Apalagi Permenkominfo 

20/2016 iini imengarahkan ipenyelesaian ipertanyaan informasi iindividu. iTujuan idebat 

idilakukan idengan imengajukan keberatan ikepada iPendeta ijika iterjadi iketidakmampuan 



iuntuk memastikan iinformasi iindividu. iKeluhan idiharapkan isebagai ikarya untuk 

menentukan debat secara ramah atau melalui upaya penyelesaian elektif lainnya. 
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